
i 
 

 ANALISIS FIQH SIYA>SAH  TERHADAP PENERAPAN 

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 

2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN 

MASYARAKAT 

 

SKRIPSI 

Oleh:  

Geza Tristanti Wardani 

NIM:  C94218077 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Hukum Publik Islam 

Prodi Hukum Tata Negara 

Surabaya 

2022 

 



 
 

iii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

PERTUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

PENGESAHAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  



 
 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 
 

vii 
 

ABSTRAK 

 

 Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang Berjudul ‚Analisis 

Fiqh Siya>sah  Terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat‛ yang bertujuan 

menjawab dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana Analisis Terhadap Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat, serta Bagaimana Analisis Fiqh Siya>sah  

Terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

 Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan 

yang dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang 

selanjutnya dianalisis secara deduktif sehingga menjadi data yang konkrit 

mengenai penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Selanjutnya data 

tersebut diolah dan dianalisis menggunakan Teori hukum Islam, yaitu Wiza>rah 

Al-Tanfidz dalam Fiqh Siyāsah 

 Hasil penelitian menunjukkan analisis terhadap pelaksanaan aturan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini. Kebijakan ini dijalankan karena Indonesia 

dalam masa darurat kesehatan sesuai yang termuat dalam Undang - Undang 

nomor 6 tahun 2018 tentang darurat kesehatan. Pemerintah  mengeluarkan 

kebijakan atas dasar mandat yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada 

pemerintah dibawahnya. Dalam pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan konsep 

Fiqh Siya>sah demi kemaslahatan umat manusia guna menjauhkan dari 

kemudharatan. Segala konsekuensi yang terjadi karena penerapan kebijakan ini 

diatasi oleh pemerintah dan masyarakat bersama. 

 Sejalan dengan kesimpulan di atas, bahwasanya aturan aturan tentang 

penanganan wabah Covid-19 ini hendaknya selalu dievaluasi dan disesuaikan 

dengan keadaan yang terus berubah agar dapat mengurangi laju pertumbuhan 

virus serta mengurangi konsekuensi buruk yang harus diterima masyarakat dan 

pemerintah bersama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah  

Coronavirus disease 2019 atau nama lain yang telah ditetapkan 

WHO adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS 

CoV-2)1
 adalah wabah yang melanda dunia. Kasus Covid-19 muncul 

pertama kali pada tanggal 30 desember 2019 virus ini diketahui berasal 

dari Wuhan, China. WHO telah menetapkan bahwa virus ini menjadi 

pandemi global. Dalam keadaan yang panjang ini virus covid-19 tidak 

dapat disepelekan. Transmisi virus ini menular antar manusia sehingga 

penyebaran virus ini sampai saat ini belum juga usai. Pasien yang 

terinfeksi virus ini akan membuat manusia merasakan gejala demam 

hingga 38 derajat, batuk, flu, hingga kesulitan bernafas. Gejala penyakit 

ini akan lebih berbahaya ika yang menderita sudah berusia lanjut dan 

mempunyai penyakit bawaan, seperti gangguan paru paru atau gangguan 

jantung.  Hal ini membuat semua negara di dunia mengeluarkan kebijakan 

agar dapat menghentikan laju persebaran virus Covid-19 ini. 

Hingga september telah terkonfirmasi kasus Covid-19 sebanyak 

4,238,594 dengan jumlah kasus aktif 15,090 kasus sembuh 4,080,351 sert

                                                      
1
 Yuliana, ‚Coronavirus disease (Covid-19),Sebuah Tinjauan Literatur‛,Jurnal Wellness and 

Health Magazine, Vol. 2, No. 1 February 2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

2 
 

 

143,153 kasus meninggal.
1
 September kemarin Kasus Covid-19 

sempat menempati urutan ke 4 tertinggi di Asia. Melihat jumlah kasus 

Covid-19 yang tinggi pertumbuhannya pun sangat mengkhawatirkan, 

menyikapi Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia harus ekstra 

mencari cara agar dapat melindungi warganya dari ganasnya virus Covid-

19. Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam 

pembukaan Undang-Undang dasar 1945 ‛melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia‛ dalam mewujudkan hal itu diselenggarakan rangkaian 

pembangunan yang menyeluruh , salah satunya yang pas dengan kondisi 

Indonesia saat ini adalah pembangunan kesehatan.
2
 Kesehatan merupakan 

salah satu unsur dari kesejahteraan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan 

mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 

tentang wabah penyakit menular, peraturan menteri kesehatan nomor 

1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang 

dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan, dan peraturan 

pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah 

penyakit menular. Menteri kesehatan mengeluarkan keputusan dalam 

Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 yang merupakan upaya untuk 

                                                      
1
 Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Peta Sebaran Covid-19, covid-19.go.id, diakses pada 

tanggal 23 Oktober 2021 
2
 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tentang Kesehatan 
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penanggulangan dini wabah COVID-19 dan penetapan infeksi novel 

coronavirus sebagai suatu penyakit yang menimbulkan wabah
3
. Sejauh ini 

pemerintah telah mengambil langkah langkah guna memutus persebaran 

virus Covid-19 ini. Langkah utama yang ditetapkan pemerintah adalah 

dengan menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak, memakai masker, 

serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kebijakan pertama yang 

digalangkan pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai 

dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dengan mekanisme 

dan indikator penerapan PSBH di daerah diatur dalam peraturan menteri 

kesehatan nomor 9 tahun 2020. Lockdown atau karantina wilayah juga 

diterapkan di berbagai daerah dengan aturan sesuai kebijakan kepala 

daerah setempat.  

Kebijakan yang dijalankan pemerintah adalah pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini dikemas dalam berbagai 

macam model, yang pertama dikeluarkan adalah PPKM Mikro, PPKM 

darurat dan PPKM berlevel. PPKM berlevel yang diatur dalam Instruksi 

Menteri Dalam Negeri No 15, 16, 18, 19, dan 21 tahun 2021. PPKM 

dianggap jauh lebih efektif oleh pemerintah dalam menanggulangi 

pandemi ini dibandingkan aturan sebelumnya. Menindaklanjuti aturan 

PPKM sebelum pemerintah mengeluarkan kembali Instruksi Menteri 

dalam Negeri No 39 tahun 2021. aturan tentang PPK ini bersumber 

                                                      
3
 Anung Sugihantono et al., Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 

(COVID19), (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI), 18 
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langsung dari presiden yang mana artinya sentral dan kemudian akan 

diterapkan pada daerah di Indonesia khususnya daerah Jawa dan Bali. 

Dalam pengeluaran aturan pemerintah daerah harus melaksanakan 

sepenuhnya aturan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya guna 

mengurangi angka kasus persebaran covid.
4
 

Aturan yang terbungkus dalam kebijakan PPKM ini berisi tentang 

bagaimana aktivitas warga di luar ruangan diatur. Pembatasan 

berkegiatan di luar ruangan dibatasi dengan adanya kebijakan ini. Bahkan 

saat awal PPKM diberlakukan pemerintah menginstruksikan untuk 

menutup semua pusat perbelanjaan terkenal supermarket dan tempat 

makan. Supermarket dan tempat lainnya yang diperbolehkan beroperasi 

pun dibatasi jumlah pengunjungnya juga jam operasionalnya. Setelah 

beberapa pekan PPKM diberlakukan pemerintah akhirnya 

memperbolehkan sentral perbelanjaan dan tempat wisata buka namun 

dengan prosedur yang ketat, harus vaksin terlebih dahulu dengan 

menunjukkan scan pada aplikasi peduli lindungi da jam operasional hanya 

sampai jam 9 malam. Begitupun masyarakat yang tidak mempunyai 

kepentingan beraktivitas diluar ruangan ketika waktu sudah menunjukkan 

jam 9 malam semua masyarakat dihimbau untuk segera kembali ke 

rumah. 

Seperti yang diketahui PPKM ini diberlakukan sejak juli dan 

masih diperpanjang hingga saat ini. Dikutip dari website 

                                                      
4
 Sofyan, Meteomedia Stuti, et al ‚Efektivitas Implementasi PKN Terhadap Publik Dalam 

Otoritas Pemerintah Kota Bandung‛ Jurnal identitas , vol. 1. No. .2 2021 
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radarbali.jawapos.com para pedagang keluhkan omset mereka turun 

drastis selama kebijakan PPKM ini diberlakukan, mereka meminta agar 

kebijakan PPKM ini dilonggarkan atau disudahi saja
5
Kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah selama ini memang berdampak besar pada 

masyarakat selain para pedagang yang merasakan dampaknya, jasa 

transportasi juga merasakan dampaknya apalagi selama PPKM level 4 dan 

3 banyak pekerja yang tidak lagi menggunakan jasa transportasi umum 

karena sektor perusahaan mereka tempat bekerja diberlakukan WFH atau 

Work From Home.  Situasi ini perlu diperhatikan pemerintah kebijakan 

kebijakan yang dikeluarkan selama ini sangat berdampak bagi masyarakat 

menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari. Bantuan 

yang semestinya diberikan pun belum merata, ini bisa jadi bahan evaluasi 

untuk pemerintah. 

Namun realita yang terjadi pun banyak masyarakat yang masih 

acuh dengan aturan PPKM ini masih banyak masyarakat yang nongkrong 

di cafe atau warung hingga larut malam, tidak menjaga jarak dan 

berkerumun di daerah yang berstatus PPK level 4 dan 3. Pemberian 

Vaksin kepada masyarakat pun juga belum merata, masyarakat banyak 

yang mengeluh kehabisan stok vaksin, padahal vaksin adalah salah satu 

syarat beraktivitas di masa PPKM ini.  

Dikutip dari laman kompas.com, Mantan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla mengatakan bahwa adanya gejolak masyarakat yang terjadi karena 

                                                      
5
 Didiek dwi praptono,‚pedagang kaki lima mulai keluhkan pembatasan jam saat ppkm darurat‛ 

radarbali.jawapos.com/berita-daerah/dwipa/07/07/2021. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 
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pemerintah belum bisa bersikap adil. Jika keadilan dapat direalisasikan 

dan dapat dirasakan pemerintah tentu akan lebih mudah menjalankan 

tugasnya. 
6
. Sosok pemimpin yang gagal menjalankan amanah sebaik 

baiknya maka dia akan kehilangan arah sadar dan rasionalitas dalam 

menentukan berbagai kebijakan dan keputusan.  

Dalil tentang pemimpin yang adil tertuang dalam QS. Surat An Nisa Ayat 

58  

۞  َ ا الْ َ يَأهُْشُكُنْ أىَْ تؤَُدُّّ َ إِىَّ اللََّّ إرِاَ حَكَوْتنُْ بيَْيَ الٌَّاسِ أىَْ تحَْكُوُْا بِالْعَذْلِ ۚ إِىَّ اللََّّ َّ ا  َِ لِ ُْ ٰٔ أَ ًَاتِ إِلَ هَا

َ كَاىَ سَوِيعًا بَصِيشًا َِ ۗ إِىَّ اللََّّ ا يعَِظُكُنْ بِ  ًعِِوَّ

‚Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat‛.
7
  

Serta dijelaskan dalam QS Surat Al Anfal Ayat 27  

ا َِ ىَ  يٰٰٓايَُّ ْْ ًْتنُْ تعَْلَوُ اَ َّ تكُِنْ  ٌٰ ا اهَٰ ْْٰٓ ًُ ْْ تخَُ َّ لَ  ْْ سُ الشَّ َّ  َ ًُْا اللَّه ْْ ا لََ تخَُ ْْ الَّزِيْيَ اٰهٌَُ  

‛ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui‛ 

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia adalah sebaik 

baiknya makhluk yang bisa menjadi pemimpin yang adil dan amanah. 

                                                      
6
Indra Kantono, ‚Jika Pemerintah Adil, Rakyat BisaHidup Lebih Mudah 

‛nasional.kompas.com/read/2013/12/10/1457200/JK. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 
7
Al- Quran, 4:58 
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Allah SWT telah mengutus manusia untuk memimpin kaumnya dengan 

adil.  

Meski realita yang terjadi masih banyak pemimpin yang dengan 

sadar melakukan tindakan yang tidak baik dan berlaku tidak adil kepada 

masyarakat yang dipimpinnya seperti halnya kepada masyarakat yang 

sedang terkena Dampak dari kebijakan PPKM yang mereka buat dengan 

tidak meratakan bantuan dan berlaku seenaknya kepada masyarakat 

menengah kebawah. 

Dari permasalahan di atas pemberlakuan instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 tahun 2021 masih menjadi pro kontra di lapangan. 

Meskipun angka kasus covid saat PPKM ini turun namun Masih banyak 

masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan serta masih 

banyak pula pemerintah yang belum memeratakan bantuan kepada 

masyarakat yang terkena dampak PPKM ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan 

kajian tentang hal tersebut untuk dijadikan pembahasan skripsi. Untuk itu 

maka penulis membuat judul kajian ‚Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap 

Penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat''. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar Belakang yang telah dijabarkan maka dapat di 

identifikasikan beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:  

1. penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 

dalam rangka menurunkan angka kasus Covid19 

2. Upaya pemerintah untuk memenuhi Hak penduduk yang terdampak 

selama masa PPKM  

3. Realita Penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2021  

4. Efektifitas Pelevelan  PPKM  

5. Pedoman penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2021 

C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis Membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis Terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

2. Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Bagaimana analisis terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat? 

2. Bagaimana analisis Fiqh Siya>sah terhadap Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat? 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan 

atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut
8
. 

Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni 

membahas perihal permasalahan mengenai problematika penerapan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ini  

1. ‚Sosialisasi Pentingnya Kepatuhan Dan Kedisiplinan Masyarakat Di 

Era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat‛  jurnal ini ditulis 

                                                      
8
 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 

(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2014), 8 
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oleh Ihwan satria Lesmana et, Universitas Bina Bangsa. Dalam jurnal 

ini menjelaskan tentang bagaimana masyarakat menjalankan aktivitas 

sesuai dengan aturan sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan 

bagaimana aktivitas masyarakat selama PPKM 

2. ‚ Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Pasca 

PSBB Nomor 33  Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan New 

Normal‛ penelitian ini ditulis oleh Dicky Alief Wahyudi , Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang 

aturan sebelum adanya PPKM sedangkan dalam penelitian skripsi ini 

menjelaskan tentang aturan baru setelah aturan PSBB 

3. ‚ Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap pembatasan Kegiatan keagamaan 

Dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pembatasan sosial Berskala Besar‛ penelitian ini ditulis oleh Hanzh 

Adi prayoga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam penelitian 

ini menjelaskan perihal pembatasan sosial pada tahun 2022 sedangkan 

pada penelitian menjelaskan tentang fakta lapangan pada pembatasan 

tahun 2021 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian Skripsi Ini 

adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat  

2. Untuk mengetahui analisis Terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun hasil kegiatan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara : 

a. Analisis Terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat 

b. Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat. 
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H. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi juga 

untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, maka disini penulis 

memberikan pengertian terhadap judul yang dikaji. Hal ini dilakukan agar 

pembahasan tidak melebar dan pembaca tidak merasa ambigu saat 

membaca skripsi ini. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah 

yang merupakan kata kunci dalam skripsi ini sebagai berikut : 

1. Fiqh Siya>sah adalah ilmu yang berisi urusan urusan manusia dan 

negara dengan segala bentuk hukum,aturan dan kebijakan yang dibuat 

oleh pemimpin atau pemegang kekuasaan yang tidak bertentangan 

dengan syariat demi terwujudnya kemaslahatan umat
 9
 

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pemerintah 

mengeluarkan kebijakan di mana ada pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) di 6 provinsi yang memiliki resiko Covid-19 Aturan tersebut 

mulai diberlakukan pada tanggal 17 April 2020 dengan istilah PPKM
10

 

3. Instruksi Menteri dalam Negeri  Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah kebijakan yang 

berisi aturan masa pandemi di wilayah jawa bali pada masa ppkm level 

2,3 dan 4 

                                                      
9
 Wahyu Abdul Jafar Fiqh Siya>sah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist. Al Imarah: Jurnal 

Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1), 18-28. 
10

 M, Rizal., et. al, Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

bagi Pelaku Bisnis Coffee shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten 

Purwakarta. Jurnal Inspirasi, 12(1), 96-105. 
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I. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi yang 

berjudul Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Penerapan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat adalah penelitian hukum normatif, di mana 

penelitian normatif ini memaparkan secara rinci dan sistematis tentang 

aspek aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan
11

 dengan 

tahapan sebagai berikut 

1. Data yang dikumpulkan  

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

b. Fiqh Siya>sah 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Data sekunder, 

di mana data ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau 

tinjauan berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, 

sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri dari ketentuan 

perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, 

yang meliputi 

1) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 

                                                      
11

 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2007),hlm.14 
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2) Undang-Undang No.4 Tahun 1984, Tentang Wabah Penyakit 

Menular 

3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku atau 

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, contohnya kamus hukum, koran, artikel, jurnal dan 

beberapa sumber lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berasal dari buku, 

undang-undang, artikel, jurnal ,koran dan internet dan bersifat 

deduktif dimana mengulas terlebih dahulu hal hal yang bersifat umum 

lalu di ulas dan dianalisis Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah studi kepustakaan di mana cara melakukanya 

adalah dengan membaca, mencatat, menelaah, merangkum semua 

yang berhubungan dengan penelitian.  

4. Teknik Penyajian Data 

Teknik penyajian data yang digunakan adalah deskriptif, dimana 

dilakukan dengan mencari fakta serta menginterpretasi dengan tujuan 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat 
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mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang telah 

diselidiki. 

5. Teknik analisis Data 

Data penelitian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori yang 

ada. Berdasarkan hasil analisis itulah yang kemudian disusun suatu 

kesimpulan yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam membenahi 

persoalan yang sedang diteliti. 

J. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian  ini sistematis dan mudah dipahami. Maka 

disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I, Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, kerangka konseptual yang memuat teori Fiqh Siya>sah 

meliputi definisi, ruang lingkup, serta konsep Al- Wiza>rah 

Bab III,  memuat Data Penjelasan Penelitian tentang Kebijakan 

yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2021 dalam hal penerapan aturan PPKM untuk mencegah penyebaran 

Virus Covid-19 serta bagaimana kehidupan masyarakat selama PPKM 

berlangsung 
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Bab IV, memuat pembahasan analisis penerapan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 guna menjawab masalah perspektif 

Yuridis dan perspektif Fiqh Siya>sah 

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan 

kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari 

rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, diakhiri dengan 

penyampaian saran. 
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BAB II 

KONSEP WIZA>RAH AL-TANFIDZ DALAM FIQH SIYA>SAH 

A. Fiqh Siya<sah 

1. Pengertian Fiqh Siya>sah 

 Kata Fiqh berasal dari Faqaha-Yafqahu-faqahan yang secara 

bahasa berarti   pengertian   yang   mendalam   dan   diasosiasikan   

dengan   hasil pemahaman manusia terhadap Syariat islam. Dikutip 

dari Amir Syarifudin menyebut Fiqh berarti sesuatu yang mengetahui 

hingga ke batinnya sampai ke dalamnya.
1
 

 Sedangkan menurut istilah Fiqh adalah pemaham tentang hukum 

syariat yang bersifat amaliyah, yang berasal dari dalil dalil tafsil 

(terinci, dalil-dalil atau hukum-hukum yang dasar- dasarya diambil dari 

Al- Qur’an dan  Sunnah). Dari pengertian tersebut  bisa  disimpulkan  

bahwa  Fiqh adalah Upaya dari Ulama (mujtahidin) Untuk menggali 

Hukum-Hukum Syara’ sehingga nantinya dapat diamalkan Oleh umat 

Islam. 
2
 

  Kata   Siya>sah  Sendiri   berasal   dari   kata   sasa  yang   berarti 

mengatur,mengurus, memerintah, memimpin,membuat kebijaksanaan 

pemerintah dan politik. Sedangkan secara terminologi adalah mengatur 

atau memimpin  dengan  cara membawa  kepada  kemashahatan. 

Siya>sah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam 

                                                      
1
 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam, (Padang : Angkasa Raya 1990), 1 

2
 Zahra, Muhammad Abu, Ushul Fiqh (Jakarta : Pustaka Firdaus), 26 
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negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam  dan  luar negeri  serta  

kemasyarakatan, mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan. 
3
 

  Abdul  Wahab  khallaf Mendefinisikan  bahwa  Siya>sah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan   serta   mengatur   perundangan   yang   diciptakan   

untuk memelihara  ketertiban dan kemaslahatan serta digunakan untuk 

mengatur keadaan. Sementara itu louis Ma’luf memberikan batasan 

bahwa Siya>sah memberikan  batasan  bahwa  Siya>sah  membuat  

kemaslahatan  manusia dengan membimbing mereka  ke jalan  

keselamatan. Dalam  definisi  ibn manzhur, Siya>sah  sebagai    

pengatur kepemimpinan dengan cara mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan.  

   Dari pemaparan beberapa definisi di atas yang masih bersifat 

umum tidak begitu mempertimbangkan nilai nilai syariat, namun 

tujuannya sama- sama ingin mencapai kemaslahatan. Sebagai ilmu 

dalam ketatanegaraan islam, Fiqh Siya>sah antara lain berbicara tentang 

siapa pelaksana kekuasaan, siapa sumber kekuasaan, apa dasar dan 

bagaimana pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan  dan  kepada    

siapa    pelaksana  tersebut mempertanggung jawabkan kekuasaannya.
4
 

Dalam kaidah fiqh disebutkan  

                                                      
3
 Rojak, Jeje Abdul, Hukum tata negara Islam, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pres 2014), 5. 

4
 Hanzah adi prayogo, tinjauan fiqih Siya>sah terhadap pembatasan kegiatan Keagamaan dalam      

peraturan menteri kesehatan nomor 9 ,Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala,   

UIN sunan ampel Surabaya 2021. 
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 تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

 ‚Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah‛ 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah  

  Ahli ketatanegaraan islam membagi ruang lingkup Siya>sah dalam 

beberapa bagian Dalam buku Al- ahkam Al Sulthaniyah yang dikarang 

Imam  Al-  Mawardi  mengatakan  bahwa  ruang  lingkup  Fiqh Siya>sah 

Mencakup Lima bagian, Yakni politik perundangan (Siysah 

Dusturiyah) ,politik    moneter    (Siya>sah    Maliyah),    politik    

peradilan    (Siya>sah Qadla’iyyah),      politik      peperangan      

(Siya>sah     Harbiyah)     dan politik Administrasi (Siya>sah Idariyah). 

 Sementara dalam buku As-Siya>sah Al- Syar’iyyah Fi Ailah Al- 

Ra’IwaAl-Ra'iyyah Membagi Fiqh Siya>sah atas tiga bagian, yakni 

politik administrasi, politik moneter,politik luar negeri. Dari 

pemaparan ruang lingkup Fiqh Siya>sah di atas maka penulis 

mengelompokkan menjadi tiga bagian
5
 

 Siya>sah  Maliyah yang mengatur hubungan antar perorangan, 

antar Negara,mengatur perbankan,sumber-sumber keuangan negara, 

baitul maal  dan  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  harta  dan  

kekayaan negara.  

 Siya>sah Dusturiyyah  yang berisi  tentang penetapan  hukum  yang 

Sesuai dengan syariat. Siya>sah Qadha Iyyah syar’iyah berisi tentang 

                                                      
5
 4 Suyuthi Pulungan, Fikh Siyasah : ajaran,sejarah Pemikiran, (Yogyakarta : penerbit Ombak, 

2014), 4 
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peradilan yang  sesuai menurut  syariat.  Siya>sah idariyah syar’iyyah 

berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.
6
 

 Siya>sah  Dauliyyah/  Siya>sah  Kharijiyyah  yaitu   Siya>sah  yang 

mengatur hubungan warga  negara  muslim dengan  warga  negara  non  

muslim  yang   ada  di  negara   islam. Hukum Yang membatasi 

hubungan negara islam dengan negara- negara lain dalam keadaan 

damai dan perang. 

3. Konsep Kemashlahatan  

 Maslahat adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai 

hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuans 

syara’ (Maq}a>sid assyari>’ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat 

disini berarti jalb almanfa’at wa daf al mafsadat (menarik manfaat dan 

menolak kemudaratan). Meskipun demikian keberadaan maslahat 

sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap 

menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat dikalangan 

ulama’, baik sejak Ushul Fiqh masih berada pada masa sahabat, masa 

imam Mazhab, maupun masa ulama kontemporer saat ini.
7
 

 Dalam rangka mewujudkan eksistensi maq}a>sid as-syari>’ah pada 

setiap mukalaf, maka setiap perbuatan manusia harus berdasarkan 

sumber-sumber pokok hukumyakni al-Qur’an dan Hadis (al-

                                                      
6
 Ibid, 45 

7
 Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran 

Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah 5.2  
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Masdara>ni).
8
 Namun seiring dengan perubahan dinamika sosial dari 

masa ke masa yang terus berkembang dengan munculnya berbagai 

kasus atau peristiwa hukum yang tidak ada jawabannya secara tegas 

dan khusus dalam sumber pokok tersebut, maka diperlukan metode lain 

dengan menggunakan metode al-far’iyyah, antara lain Istihsa>n, ‘Urf, 

mazhab as-shaha>bi, dan Maslahah al-mursalah. 
9
  

 Maslahat manusia yang menjadi tujuan disyari’atkannya hukum 

Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. 

Sebaliknya, keterikatan yang berlenihan pada nash, seperti yang 

dipromosikan oleh faham ortodok, telah membuat prinsip 

kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong, dan syari’ah yang pada 

mulanya adalah jalan, telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri.4 

Hingga saat ini, beberapa pemikir Islam telah memberikan sumbangan 

dalam upaya merekonstruksi bangunan epistemologi hukum Islam 

yang lebih antisipatif terhadap kebutuhan perkembangan zaman. Sebut 

saja nama seperti Fazlur Rahman dengan teori double movement, 

Mahmu>d Muhammad Ta>ha dengan teori nasakh-nya, Kho>lid Abu> al-

Fadl dengan hermeunetikanya dan sebagainya. Jika menengok di masa 

ketika kejumudan pemikiran mulai menjadi fenomena umat Islam 

setelah fiqh mazhab mengalami masa kematangannya, terdapat 

beberapa ulama yang berupaya mendobrak tertutupnya pintu ijtihad 

                                                      
8
 M. Adib Salih, Masa>dir at-Tasyri>’ al-Isla>mi wa al-Mana>hij al-Istimbat (Damaskus: Maktabah 

At-Ta’a>wuniyah, 1967), hlm. 437 
9
 M. Adib Salih, Masa>dir at-Tasyri>’ al-Isla>mi wa al-Mana>hij al-Istimbat,... 437 
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tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan kontroversial 

pada masanya, sebut saja salah seorang ulama yang bernama 

Naja>muddin at-Thu>fi . Beliau adalah produk masa kemunduran Islam 

khususnya, yang menuntut usaha pembaharuan.
10

 

 Al-Thu>fi menulis tentang maslahah dalam kitabnya yang berjudul 

Dalam kitab ‚at-Ta’yi>n Fi> Syarhi al-Arba’i>n‛, at-Thu>fi mengemukakan 

bahwa al-Quran, hadits, ijma’ dan an-Nadzar, baik secara mujma>l 

(umum) maupun tafs}i>l (detail/merinci) menunjukan bahwa syariat 

Islam dibangun berdasarkan atas membawa kemaslahatan dan menolak 

kemudharatan, lalu hal ini dijadikannya sebagai dasar pendapatnya 

tentang maslahah. Adapun dalil yang secara mujmal adalah firman 

Allah swt (Q.S Yunus Ayat 57-57): 

عِظَةٌ هِّ  ْْ ا الٌَّاسُ قَذْ جَاۤءَتكُْنْ هَّ َِ سَحْوَةٌ لِّلْوُؤْهٌِيِْيَ يٰٰٓايَُّ َّّ ُُذًٓ  َّ سِِۙ  ّْ ذُ شِفَاۤءٌ لِوَّا فِٔ الصُّ َّ بكُِّنْ  يْ سَّ  

 ‚Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan 

itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan". 
11

Adapun dilalah kedua ayat 

ini adalah:  

a. Firman Allah swt.  

                                                      
10

 Rahmad Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999).  117. 
11

 QS Yunus 57 
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شِفَاۤءٌ لِوَّا فِٔ َّ بكُِّنْ  يْ سَّ عِظَةٌ هِّ ْْ ا الٌَّاسُ قَذْ جَاۤءَتكُْنْ هَّ َِ سَحْوَةٌ  يٰٰٓايَُّ َّّ ُُذًٓ  َّ سِِۙ  ّْ ذُ الصُّ

 لِّلْوُؤْهٌِيِْيَ 

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari tuhanmu). Dalam ayat ini Allah memberikan perhatian 

untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Ini merupakan 

kemaslahatan manusia yang paling besar. Sebab, dalam 

pelajaran ini dapat mencegah manusia darikebinaasaan dan 

menunjukan mereka kepada hidayah.
12

 

b. Al-Quran melukiskan bahwa al-Quran merupakan penyembuh 

bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, seperti keraguan 

dan yang lainnya. Ini merupakan kemaslahatan yang besar. 

c. Al-Quran melukiskan dirinya sendiri dengan hidayah  

d. Al-Quran melukiskan dirinya sendiri dengan tahmat. Dalam 

rahmat dan hidayah terdapat maslahat  

e. Al-Quran memerintahkan manusia untuk bahagia, 

sebagaimana firmannya,‛dengan karunia Allah dan rahmatnya, 

hendaklah dengan itu mereka bergembira.‛ Perintah untuk 

berbahagia ini bermakna memberikan selamat kepada manusia 

dengan kebahagiaan, hal ini karena kebahagiaan yang besar.  

f. Firman Allah, ‚Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan.‛ yakni yang manusia 

kumpulkan 

                                                      
12

 Mustha>fa Zaid, Al Maslahah fi> at-Tasyri>’ al-Isla>my wa Najamuddi>n at-Thu>fi . 235. 
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Dalam pemikiran maslahah ini at-Thu>fi mendasarkan diri atas 

empat proposi utama:
13

  

a. Akal memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan 

maslahah dan mafsadat, maka ia dapat menentukannya secara 

mandiri tanpa diperlukan nash ataupun ijma’.  

b. Maslahah adalah alasan hukum yang mandiri dalam 

perumusan hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil 

lainnya.  

c. Ruang lingkup maslahah dalam hal ini adalah masalah yang 

berkaitan dengan muamalah duniawi atau untuk menentukan 

adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah 

adalah hak Allah.  

d. Maslahah adalah dalil syara’ yang paling kuat yang dapat 

melampaui kehadiran teks maupun ijma’.  

 Keempat hal tersebut merupakan dasar paling penting yang 

melandasi teori at-Thu>fi tentang maslahah. Baginya, mutlak 

bahwa maslahah merupakan dalil syara’ yang terkuat. Maslahah 

bukan merupakan dalil untuk mengistinbatkan hukum semata 

ketika tidak terdapat dalam nash dan ijma’, melainkan juga harus 

didahulukan atas nash dan ijma’ ketika terjadi pertentangan 

antara keduanya yaitu dengan cara takhsis atau bayan. Namun 

yang perlu ditegaskan disini adalah bukan meninggalkan nash 

                                                      
13

 Husain Hami>d Hisam, Naza>riyyat al-Maslahah fi> al-Fiqh al-Isla>my (Beirut: Da>r al-Nahdah al- 

‘Arabiyyah, 1971), 530-534. 
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semata. Menurutnya, maslahah bersumber dari sabda Nabi ‚La> 

d}arara wa la> d}ira>ra‛. Sabda ini merupakan landasan kokoh untuk 

mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hingga terhindar dari 

kemafsadatan. Itu sebabnya mengapa kemaslahatan lebih 

didahulukan.
14

 

B. Wa<zīr Al-Tanfidz Dalam Pemerintahan Islam 

1. Pengertian Wiza>rah 

 
  Kata ‚Wiza>rah‛ diambil dari kata Al- Wa>zir yang berarti berat. 

Hal ini dikarenakan seorang Wa>zir memiliki tugas yang berat. 

Kepadanyalah melimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pemerintah dan pelaksanaannya. Wa>zir adalah suatu kementrian dalam 

suatu negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya 

berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan 

rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan. Mengenai kata 

Wiza>rah terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para ulama yang 

secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu : pertama, Wiza>rah berasal 

dari kata Al- Wiza>r  yang berarti beban karena Wa>zir memikul tugas 

yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Selanjutnya kata 

Wiza>rah juga diambil dari kata Al-Wa>zar yang berarti tempat kembali, 

yang artinya kepala egara membutuhka banyak sumbangsi pemikiran dan 

pendapat Wa>zir nya sebagai tempat kembali ketika memutus suatu 

                                                      
14

 Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran 

Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah 5.2  
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kebijakan negara. Wiza>rah juga berasal dari kata Al- Azr  yang artinya 

punggung, sesuai dengan tugas dan fungsi Wa>zir yakni sebagai tulang 

punggung bagi pelaksanaan kekuasan kepala negara.  

  Dari beberapa pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa 

Wa>zir merupakan pembantu kepala Negara, Raja, atau khalifah yang 

sedang menjabat dalam suatu negara. Pada dasarnya kepala negara 

sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan 

pemerintahan tanpa bantuan orang- orang yang ahli lainnya dalam setiap 

bidang yang ada di suatu negara. Oleh karena itu Kepala Negara 

membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran Wa>zir sehingga sebagian 

persoalan kenegaraan dapat dilimpahkan kepada Wa>zir  dalam mengurus 

pemerintahan.
15

 

  Dalam islam sendiri kementrian ada 2 macam, kementrian 

tafwidh, Menteri mandataris atau perdana Menteri, dan Tanfidz, sebagai 

menteri eksekutif. Penerapan sistem Wa>zir untuk pertama kalinya 

dilakukan oleh khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan, seorang Wa>zir 

bertugas sebagai pendamping khalifah memiliki kewenangan untuk 

menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan 

pemerintah sehari-hari, apabila khalifah tengah berhalangan atau tidak 

dapat menjalankan pemerintah karena sesuatu, tetapi seorang Wa>zir 

akan bertanggung jawab kepada khalifah, karena khalifah memiliki 

kekuasaan dan kewenangan mutlak. Diantara syarat yang harus dimiliki 

seorang Wa>zir adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau 

                                                      
15

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 

Persada, 1997) 10-14 
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bekerja keras untuk kemajuan.
16

 Khalifah atau kepala negara 

memberikan kebijakan- kebijakan pemerintah untuk melindungi 

masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistic 

militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagi 

dalam bidang pertahanan. Pelaksana dari tugas-tugas tersebut adalah 

seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah 

memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada 

dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut 

memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif 

yang dilakukan pemerintah.
17

 

  Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan 

masyarakat tertentu, maka ia berada dibawah Lembaga lain, seperti 

menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan 

pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi 

peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas 

ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas 

ini harus mengikuti pengawasan Lembaga umum. Dengan demikian, 

kedudukannya dibawah mereka. 

  Kondisi semacam ini terus berlanjut di kerajaan-kerajaan 

sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem 

kekhalifahan. Akhirnya, pembagian Lembaga-lembaga tersebut 

terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol 

kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan 

                                                      
16

 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyah ; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara 
dalam Syariat Islam, {(Jakarta : Gema Insani 2000) 49. 
17

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 

Persada, 1997) 50 
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saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat 

dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.   

  Pengertian Wa>zir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu 

tugas disebutkan dalam Al-Qur’an Ketika menyebutkan tugas Nabi 

Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada 

Fir’aun, sebagaimana dalam : QS. Furqon : 35. 
18

 

صِيش   َّ شُّىَ  َُٰ جَعلٌَۡاَ هَعََُٰۥٓ أخََاٍُ  َّ بَ 
لقَذَۡ ءَاتيٌَۡاَ هُْسَٔ ٱلۡكِتَٰ َّ  

  Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) 

kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai 

dia sebagai Wa>zir  (pembantu).  

  Pengertian Wazīr sebagai pembantu dapat dilihat dari peran 

yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan 

dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran 

penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang 

tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad 

SAW hijrah dari mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping 

tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam 

musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat 

terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk 

mengimami umat Islam sholat berjamaah.
19

  

  Disamping itu, kementrian juga mendapatkan kewenangan 

untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup 

pembagian gaji militer. Untuk itu, kementrian perlu mengawasi 

                                                      
18

 Al- Qur’an, 25:35. 
19

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1997), 20. 
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pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap 

tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara 

tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya Bahasa agar selalu 

menarik. Sebab Bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel 

kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen 

kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan 

kepada kementerian. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata Al-

Wazīr mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas 

yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai 

pengertian kementrian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja’far bin Yahya 

tidak jarang dipanggil dengan sebutan ‚Sultan‛ pada masa pemerintahan 

Harun Ar-Rasyid. Hal ini menunjukan Universalitas pengawasan dan 

tugas kementrian dalam pemerintahan.
20

 

  Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang 

membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam 

Al- Ahkam As-Sulthaniyyah menyebutkan, ‚segala sesuatu yang 

diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak 

dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali 

mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan 

kewenangan kepada Menteri yang membantunya dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya 

daripada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan 

kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk 

                                                      
20

 Ibid,24 
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menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya 

kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih 

menjamin keselamatan .pekerjaan tersebut. 
21

 

  Pada masa pemerintahan Al-Mu’tashim, Ketika khalifah tidak 

begitu berkuasa lagi, Wazīr- wazīr berubah fungsi menjadi tentara 

pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan 

mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya 

menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah 

sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar Amir al-

Umara’ atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di Ibukota 

pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak 

bisa berbuat apa-apa. Namun yang menarik, panglima tersebut tidak 

berani mengadakan. Kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga 

Abbasiyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal 

kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali 

pandangan Sunni tentang Al-Aimmah min Quraisy (Kepemimpinan 

Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka 

merasa tidak syar’I kalua menjadi Khalifah karena bukan termasuk 

keturunan Quraisy.  Mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu 

akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat, oleh karena itu mereka 

merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan Khalifah.
22

 

                                                      
21

 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sultha>niyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam 
Syarat Islam, (Bekasi, PT. Darul Falah), 32. 
22

 Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) 77. 
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2. Fungsi Wa<zīr Al-Tanfidz Dalam Pemerintahan Islam 

Wazīr Al-Tanfidz adalah pembantu utama kepala Negara dengan 

kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijakan- 

kebijakan yang sudah digariskan oleh Kepala Negara, tetapi juga untuk 

ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu 

Bersama-sama dengan Kepala Negara, dan juga membantunya dalam 

menangani segala urusan rakyat 

a. Syarat-syarat Wazīr Al-Tanfidz Untuk menduduki jabatan Wazīr 

(pembantu khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang 

antara lain jujur, tidak memiliki rasa emosional yang berlebihan, tidak 

rakus, suka dengan perdamaian,harus laki- laki yang  cerdas, cekatan, 

tidak mudah terpengaruh hawa nafsu. 

b. Tugas dan Wewenang Wazīr Al-Tanfidz 

Wazīr Al-Tanfidz adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah 

dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. 

Oleh karena itu Wazīr Al-Tanfidz itu adalah seorang pejabat 

pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Peran Wazīr Al-

Tanfidz adalah pembantu khalifah dalam bidang administrasi, 

menjalankan tugas yang diperintahkan oleh khalifah (imam) dan 

menjalankan apa yang diputuskan khalifah atau imam.23 
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 Al- Mawardi, Ahkam Sulthaniyah...., 52 
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Segala kebijakan wazir harus berdasarkan kemashlahatan umat 

didukung dengan beberapa kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segalah 

hal yang diputuskan harus berdasarkan kemashlahatan  

 Wazīr yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-

urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para 

Wazīr sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. 
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BAB III 

PEMBERLAKUAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 

TAHUN 2021 DI WILAYAH JAWA BALI 

A. Kekarantinaan Kesehatan Dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dalam 

Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar  

  Kekarantinaan kesehatan masyarakat menurut Undang - Undang 

nomor 6 tahun 2018 pasal 1 adalah upaya untuk mencegah dan menangkal 

masuknya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan 

pada masyarakat. 

  Sedangkan kedaruratan kesehatan adalah kondisi di mana 

kesehatan masyarakat terganggu yang ditandai dengan penyebaran 

penyakit menular atau kejadian yang disebabkan hal lain yang 

menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah 

atau lintas negara, hal ini juga termuat dalam undang – undang nomor 6 

tahun 2018 pasal 2.
1
 

 Dalam undang – undang nomor 6 tahun 2018 pasal 10 dijelaskan 

bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu 

wilayah serta menutup akses pintu masuk wilayah demi mencegah 

penularan penyakit. 

                                                      
1
 Undang - Undang nomor 6 tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan 
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 Ketika suatu wilayah diduga sudah terinfeksi penyakit atau 

terkontaminasi virus, maka suatu wilayah dapat menerapkan pembatasan 

sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB yang artinya suatu kegiatan 

penduduk dibatasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit.  

B. Asas, Tujuan, Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Pemerintah 

Pusat Dan Daerah 

 Ketika suatu Undang - Undang ditetapkan maka harus 

memperhatikan efek dari undang – undang tersebut untuk masyarakat. 

Oleh karena itu ketika undang – undang kekarantinaan kesehatan 

diterapkan maka asas, tujuan, hak, kewajiban serta tanggung jawab 

pemerintah pusat dan daerah harus jelas.  

 Dalam undang – undang nomor 6 tahun 2018 kekarantinaan 

kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas perikemanusiaan, manfaat, 

perlindungan, keadilan, nondiskriminatif, kepentingan umum, 

keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. 
2
 

 Sedangkan, tujuan dari kekarantinaan kesehatan ini yang termuat 

dalam pasal 3 adalah melindungi masyarakat dari penyakit dan faktor 

risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan 

dalam kesehatan yang ada di masyarakat. Selain itu tujuan dari 

kekarantinaan ini adalah mencegah penularan penyakit yang sama- sama 

beresiko menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Meningkatan 
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ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat juga menjadi tujuan 

kekarantinaan kesehatan ini. Lalu yang terakhir adalah memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat serta jaminan 

bagi petugas kesehatan.  

 Ketika Undang - Undang diberlakukan pasti ada hak hak dari 

masyarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan bunyi pasal 7, setiap orang 

mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam 

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Lalu di pasal 8 dijelaskan juga 

bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan 

dasar sesuai dengan kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kehidupan 

sehari hari selama karantina. Ketika berbicara hak tentu ada kewajiban 

yang harus dipenuhi antara lain setiap orang wajib mematuhi 

penyelenggara kekarantinaan kesehatan serta setiap orang berkewajiban 

ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hal tersebut 

termuat dalam pasal 7, 8, 9 dalam Undang - Undang kekarantinaan 

wilayah. Lalu dalam pasal 55 termuat bahwa kegiatan dalam karantina 

wilayah, kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada 

di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan 

melibatkan pemerintahan daerah setempat. 

 Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mempunyai 

tanggung jawab atas Undang - Undang tersebut. Dalam pasal 4,5,6 

Undang - Undang kekarantinaan tanggung jawab pemerintah pusat dan 

daerah antara lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung 
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jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan faktor risiko 

kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan 

kesehatan melalui penyelenggara kekarantinaan masyarkat.  

 Selanjutnya pemerintah pusat bertanggung jawab 

menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di 

wilayah secara terpadu. 

C. Instruksi Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021 

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

 Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 

dijelaskan bagaimana aturan aturan yang ditujukan kepada masyarakat 

selama masa PPKM sesuai dengan kondisi dan level PPKM pada daerah 

setempat.  Pada diktum kesatu hingga ketiga dijelaskan bagian-bagian 

wilayah mana saja yang sedang berada dalam PPKM level 4, 3 atau 2.  

semua  wilayah yang sedang berada dalam masa PPKM berpedoman pada 

indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh 

kementerian kesehatan.  

1. Aturan- aturan masa PPKM Level 4  

Pada diktum keempat wilayah yang dalam masa PPKM level 4 

mempunyai aturan yang lebih ketat daripada wilayah lain yang berada dalam 

masa PPKM 3 atau 2. Dalam masa PPKM level 4 kegiatan belajar mengajar 

100 % seratus persen dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh dan sector 

kegiatan non esensial juga diberlakukan 100 % seratus persen Work From 

Home. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial yang 
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berorientasi pada pelanggan serta terkait penyebaran informasi kepada 

masyarakat, industri ekspor  dan industri perhotelan dapat beroperasi dengan 

ketentuan 50% untuk staf yang yang berkaitan dengan pelayanan publik, 25% 

untuk pelayanan administrasi serta untuk industri perdagangan ekspor hanya 

berlaku satu shift dengan kapasitas maksimal 50%. Semua karyawan wajib 

menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk masuk dan pulang. Pada sektor 

pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan kementerian 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Namun terkecuali 

untuk sektor kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, 

energy, logistic dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat ,pupuk 

petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis 

nasional, utilitas dasar, dapat beroperasi 100% persen dan wajib 

menggunakan aplikasi peduli lindungi. Untuk supermarket,pasar tradisional , 

toko kelontong hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 21.00 dengan. 

Warung makan, warteg, kafe pun diperbolehkan buka namun hanya sampai 

pukul 20.00 dan diberi waktu 30 menit bagi pelanggan yang ingin makan di 

tempat. Berbeda dengan warung makan atau warteg tempat makan yang 

berada dalam gedung atau pusat perbelanjaan hanya melayani take away 
3
 

Tempat ibadah digunakan hanya 50 % dari kapasitas asli dengan 

menerapkan protokol yang lebih ketat serta aturan lain termuat dalam aturan 

kementerian agama. Fasilitas umum serta kegiatan sosial budaya yang 

menimbulkan keramaian ditutup sementara sampai kondisi lebih baik.  

Transportasi umum diberlakukan dengan kapasitas 50% serta menyertakan 

                                                      
3
 Instruksi menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat   
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kartu vaksin dan antigen untuk perjalan jauh menggunakan jalur darat dan 

laut serta PCR untuk moda transportasi udara. 

 

2. Aturan – aturan PPKM level 3 

Pada diktum kelima dijelaskan bagaimana aturan aturan dalam wilayah 

yang sedang berada dalam PPKM level 3 . dalam kegiatan pendidikan 

dapat dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran 

dengan tatap muka terbatas dengan kapasitas 50 % kecuali untuk 

sekolah luar biasa yang beri kebebasan pembelajaran tatap muka 62 % 

sampai dengan 100 % dengan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk sekolah 

PAUD diperbolehkan tatap muka dengan kapasitas 33 % . untuk 

kegiatan pada sektor non esensial aturan mengikuti pada wilayah 

PPKM level 4. Begitupun untuk jam operasional toko kelontong, pasar, 

serta mall perbelanjaan mengikuti aturan yang ada di wilayah PPKM 

level 4. Untuk makan di tempat diberi waktu 60 menit. 
4
 

Pada  wilayah Surabaya Jakarta dan bandung akan dilakukan uji 

untuk café yang pada wilayah PPKM level 4 hanya melayani take away, 

dalam uji coba bagi konsumen yang akan makan di tempat diberikan 

waktu yang sama 60 menit dengan melakukan skrining pada aplikasi 

peduli lindungi. Yang berbeda dari aturan PPKM level 4 adalah, pada 

wilayah PPKM level 3 akan diadakan uji coba pembukaan tempat 

wisata tertentu dengan aturan skrining pada paikasi peduli lindungi 

serta anak dibawah 12 tahun belum diperbolehkan masuk.  Untuk 

kegiatan olahraga diperbolehkan dengan maksimal 4 orang dalam setiap 

                                                      
4
 ibid 
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kelompok kecil. Dan kapasitas untuk area olahraga terbuka adalah 50 

%. Untuk area indoor seperti arena olahraga atau café yang berada di 

dalamnya diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas 25%. Berbeda 

dengan wilayah yang ada pada PPKM level , pada wilayah yang sedang 

berada pada PPKM level 3 moda transportasi diperbolehkan beroperasi 

dengan kapasitas 70% dan untuk perjalan darat jawa bali diperbolehkan 

menggunakan antigen tanpa harus pcr dengan syarat sudah vaksin dosis 

1 dan dosis 2 

3. Aturan – aturan PPKM level 2 

Pada wilayah yang sedang dalam masa PPKM level 2 

pelaksanaan kegiatan Pendidikan dapat dilakukan dengan metode 

pembelajaran jarak jauh atau dengan pembelajaran tatap muka terbatas 

dengan aturan yang termuat dalam keputusan Menteri Bersama menteri 

Pendidikan dan kebudayaan menteri agama dan Menteri dalam negeri 

nomor 03/KB/2021. Pembelajaran tatap muka maksimal 50% 

sedangkan untuk sekolah luar biasa dan paud kapasitas pembelajaran 

tatap muka mengikuti aturan pada wilayah PPKM level 3. Kegiatan 

pada sektor non esensial diberlakukan 50% work from office bagi 

pegawai yang sudah melakukan vaksin dan wajib menggunakan aplikasi 

peduli lindungi. Untuk kegiatan esensial seperti keuangan 

perbankan,pasar modal,teknologi informasi, perhotelan, industry ekspor 

impor dapat beroperasi dengan kapasitas 75% staf yang berkaitan 

dengan pelayanan kepada masyarakat serta 50% untuk pelayanan 

administrasi perkantoran dengan wajib menggunakan aplikasi peduli 

lindungi. Sedangkan untuk kesehatan, keamanan, ketertiban, 
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penanganan bencana,energi, logistic, transportasi distribusi serta objek 

strategis pemerintah dapat beroperasi 100%. 

supermarket, swalayan, pasar tradisional dan toko kelontong 

yang menjual kebutuhan sehari- hari dapat beroperasi hingga pukul 

21.00 dengan kapasitas pengunjung 75%. Pasar rakyat yang menjual 

kebutuhan non sehari – hari dapat beroperasi hingga pukul 18.00 

dengan kapasitas pengunjung juga 75%.  Sedangkan pedagang lainnya 

atau yang mempunyai usaha diluar yang disebutkan serta pusat 

perbelanjaan juga dapat beroperasi sampai pukul 21.00. warung makan 

dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas 50% . sedangkan 

restoran café juga sudah dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung 

50 % tanpa ada uji coba seperti pada wilayah pkkm level 3. Kegiatan 

infrastruktur publik beroperasi 100%. Tempat ibadah dapat beroperasi 

dengan kapasitas 75% . jika pada PPKM level 3 fasilitas umum tidak 

dibuka pada wilayah PPKM level 2 fasilitas public dapat beroperasi 

dengan kapasitas maksimal 25%. Kegiatan kebudayaan dan kegiatan 

sosial pun diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. 

Untuk aturan perjalanan masih mengikuti aturan PPKM level 3. Namun 

untuk acara resepsi diperbolehkan dengan 50 tamu undangan  

Pertandingan liga sepakbola dapat dilakukan diwilayah yang 

sedang dalam masa PPKM level 3 dan 2 dengan ketentuan semua 

pemain dan staf yang terlibat sudah melakukan vaksin. Gubernur 

setelah mendapatkan vaksin diharuskan segera mendistribusikan dan 

tidak diperbolehkan menahan vaksin untuk guna cadangan stok. Seluruh 
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aturan PPKM dikoordinasi oleh gubernur serta TNI, Polri dan kejaksaan 

setempat. 

D. Diskresi Dalam Pemberlakuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2021 

Diskresi atau discretion dalam bahasa inggris berarti kebebasan 

bertindak atau mengambil keputusan oleh para pejabat negara, diskresi 

diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yang menyatakan bahwa 

setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan 

undang – undang. Dalam undang – undang nomor 30 tahun 2014 pasal 1 

angka 9 tentang administrasi pemerintahan, diskresi diartikan sebagai 

keputusan atau tindakan yang diterapkan atau dilakukan oleh pejabat 

pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari diskresi sendiri adalah untuk 

melancarkan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan 

kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan 

tertentu guna kemanfaatan kepentingan hukum.
5
 Ruang lingkup dari 

diskresi adalah pengambilan keputusan, tindakan, keputusan karena 

peraturan perundang undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas. Setia 

pengambilan diskresi harus memenuhi syarat yang sesuai dengan tujuan 

diskresi dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – 

                                                      
5
 Pasal 22 ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
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undangan , harus berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan 

konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad baik.
6
 

 Bagir manan menyebutkan beberapa ciri yang termuat dalam 

peraturan kebijakan, sebagaimana berikut 

1. Peraturan kebijakan bukanlah sebuah perundang-undangan  

2. Asas mengenai pembatasan dan pengujian terhadap peraturan 

perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk diberlakukan pada 

peraturan kebijakan 

3. Peraturan kebijakan tidak diperbolehkan diuji secara hukum karena 

kebijakan sendiri tidak didasarkan pada peraturan perundang- 

undangan  

4. Dalam proses pembuatannya, peraturan kebijakan berdasarkan 

diskresi tidak adanya wewenang administrasi negara yang 

bersangkutan membuat peraturan perundang- undangan 

5. Dalam praktiknya format kebijakan dimuat dalam bentuk aturan yang 

mana antara lain pengumuman, surat edaran, instruksi, dan keputusan 

lain sebagainya.
7
 

 Dalam pengambilan diskresi tak ada yang perlu dikhawatirkan 

oleh pejabat pemerintah, diskresi sebagai asas dalam penyelenggaraan 

negara serta telah memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan 

undang – undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi 

pemerintahan. Dalam pengeluaran instruksi menteri dalam negeri nomor 

                                                      
6
 Pasal 24 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 

7
 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Permata AkSARA, 2016), 67 
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39 ini dikarenakan ada keadaan yang genting, menurut jimly asshiddiqie 

hal yang termasuk keadaan berbahaya adalah  

1. Adanya unsur ancaman yang membahayakan  

2. Adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan 

3. Adanya unsur keterbatasan waktu / kegentingan 

Unsur kegentingan harus menunjukkan 2 ciri umum yaitu ada krisis 

(crisis) dan kemendesakan (emergency). 

 Dalam penerapan kebijakan pun diharuskan sesuai dengan tujuan 

dari undang undang yang telah memberikan ruang kebebasan bertindak 

atau beoordeling vrijheid. Peraturan kebijakan harus memiliki keserasian 

dengan asas- asas hukum yang berlaku diantaranya asas Asas Perlakuan 

yang sama menurut hukum, Asas Kepatutan serta kewajaran, Asas 

Keseimbangan, Asas Pemenuhan Kebutuhan serta Harapan, Asas 

mengenai kelayakan dalam mempertimbangkan semua yang relevan 

dengan kepentingan public serta warga negara. Peraturan kebijakan 

harus tepat guna dengan apa tujuan yang hendak dicapai.  

  Diskresi itu sendiri nantinya akan melahirkan kebijakan yang 

mana pada hakikatnya sebuah produk dari perbuatan tata usaha negara 

yang memiliki tujuan guna menerbitkan sebuah kebijakan tertulis. Yang 

mana peraturan kebijakan memiliki fungsi untuk operasional 

penyelenggaraan tugas pemerintah, sehingga tidak akan menyimpang 

ataupun mengubah dari peraturan yang ada di Undang-Undang.
8
 Oleh 

                                                      
8
 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Permata AkSARA, 2016), 66. 
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karena itu sebuah peraturan kebijakan tidak dapat diuji dengan aspek 

rechtmatigheid lain dengan menguji aspek doelmatigheid yang mana 

dalam menguji menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

  Apabila dilihat dari penjelasan sesungguhnya instruksi menteri 

dalam negeri nomor 39 telah memenuhi syarat secara umum, memberikan 

landasan aturan bagi pemerintah dan masyarakat dalam beraktivitas 

dalam mas pandemi agar penyebaran virus COVID- 19 ini dapat 

diminimalisir. 

E. Kewenangan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Kebijakan 

1. Atribusi  

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.  Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila : 

a.  Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan/atau undang-undang;  

b.  Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan  

Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, 

tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat 
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didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang
9
 

2. Delegasi 

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan 

tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: 

a.  Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; 

b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

dan/atau Peraturan Daerah; dan 

c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah  

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi 

dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui 

Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan 

Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan 

pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan 

pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang 

                                                      
9
 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
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telah didelegasikan.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab 

Kewenangan berada pada penerima Delegasi 

3. Mandat  

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 

gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:  

a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di 

atasnya; dan  

b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin  

Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas pelaksana harian 

yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 

sementara; dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari 

pejabat definitif yang berhalangan. Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali 

ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat 

menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, 

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat 
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menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat 

menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan. Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat 

tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang 

bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada 

aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat 

tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat
10

 

 

 

 

  

  

 

                                                      
10

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 2006 2. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 

62 
 

BAB IV 

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN 

MASYARAKAT 

A. Analisis Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 221 Tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

  Saat ini Indonesia sedang dilanda wabah yang bernama Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS CoV-2)1
 seperti yang 

diketahui pada jurnal jurnal dan berita kabar yang membahas tentang 

virus ini, bahwa Kasus COVID- 19 muncul pertama kali pada tanggal 30 

desember 2019 virus ini diketahui berasal dari Wuhan, China. WHO telah 

menetapkan bahwa virus ini menjadi pandemi global hingga saat ini. 

Penyebaran virus yang tergolong cepat membuat virus ini mudah 

menguasai Indonesia. Penanganan virus di Indonesia tergolong lambat. 

Saat pertama kali kasus di temukan di wuhan Indonesia tidak 

menghiraukan karna di anggap jika virus ini tidak akan masuk ke 

Indonesia. Fakta dilapangan bahwa Indonesia memiliki jalur perdagangan 

yang melewati dan berhenti di wuhan.
2
 Ketika teridentifikasi kasus telah 

                                                      
1
 Yuliana, ‚Coronavirus disease (COVID- 19); Sebuah Tinjauan Literatur‛, Jurnal Wellness and 

Health Magazine, Vol. 2, No. 1 February 2020 
2
 Vina Oktavia,‛Jalur Penerbangan Wuhan Menjadi Titik Awal Virus‛Media Koran Kompas. 

(Minggu,26 April 2020) 12 
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menyebar di Indonesia, barulah Indonesia berbenah untuk mengatasi virus 

ini. Inilah yang menjadi penyebaran kasus virus ini sangat cepat 

  Setelah virus ini menyebar dan masuk ke Indonesia pemerintah 

melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran virus ini. 

Presiden jokowi membentuk beberapa tim  gabungan antara TNI- Polri 

serta aparatur sipil guna penanganan lapangan.  

  Penyebaran Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan 

kedaruratan kesehatan di mana guna pencegahan perlu seperangkat 

regulasi.
3
 Selama ini pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai aturan 

kebijakan. Namun sebelumnya Indonesia sudah mempunyai Undang - 

Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, serta 

peraturan menteri kesehatan nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang 

jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan 

upaya penanggulangan, setelah virus ini menyerang Indonesia  Menteri 

kesehatan mengeluarkan keputusan dalam Nomor 

HK.01.07/MENKES/104/2020 yang merupakan upaya untuk 

penanggulangan wabah COVID- 19 dan penetapan infeksi novel 

coronavirus sebagai suatu penyakit yang menimbulkan wabah
4
. Sejauh ini 

pemerintah telah mengambil langkah langkah guna memutus persebaran 

virus COVID- 19 ini. Menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak, 

                                                      
3
 Dalinama Telaumbanua, 2020, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di 

Indonesia", QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Nomor 1, Pebruari 2020, 59 
4
 Anung Sugihantono, dkk, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 

(COVID19), (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI), 18 
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memakai masker, serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun adalah 

langkah dasar yang diterapkan pemerintah. Setelah aturan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar dikeluarkan pemerintah saat awal pandemi COVID- 

19 pemerintah terus berupaya menyesuaikan aturan aturan sesuai dengan 

kondisi yang ada. 

  Dijelaskan juga dalam Undang - Undang tentang Karantina 

Wilayah nomor 6 tahun 2018 dalam Pasal 4 menyatakan bahwa 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi 

Kesehatan masyarakat dari penyakit dan faktor resiko Kesehatan 

Masyarakat lain yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Sedang 

dalam Pasal 5 Ayat 1 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat 

bertanggung jawab penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan di Pintu 

masuk dan diwilayah, dalam ayat 2 menjelaskan dalam penyelenggaraan 

kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemerintah pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah., Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan 

sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan 

Kesehatan sesuai dengan pasal 6.   

  Dengan keadaan darurat seperti ini pemerintah Indonesia 

mempunyai kebijakan untuk menerbitkan/mengeluarkan sebuah 

peraturan/regulasi (diskresi) dalam menghadapi pandemi COVID- 19 di 

mana hasil regulasi tersebut sudah disahkan perihal penanganan pandemi 
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COVID- 19. Selain itu Presiden mempunyai kewenangan untuk 

memberikan mandat kepada Menteri untuk mengeluarkan kebijakan 

tentang aturan atau regulasi dalam penanggulangan COVID-19. Adapun 

beberapa kebijakan yang dikeluarkan diantaranya adalah: 

a. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres 

Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID- 19 

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman PSBB 

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang 

Pelaksanaan 

d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2021 Tentang 

Tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Level 4, Level 3 dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 di 

Wilayah Jawa dan Bali. 

Peraturan diatas dalam hal ini pemerintah bertujuan guna menjalankan 

amanah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 dalam melakukan 

pengendalian dan penanganan pandemi COVID- 19 di Indonesia. Mandat 

yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pemerintah dibawahnya, 

pejabar yang memebrikan mandat mempunyai kewenangannnya sendiri, 

di baeah tanggung jawab pemberi mandat. Yang menerima mandatpun 

hanya menyelenggarakan apa yang telah di mandatkan tidak mempunyai 

wewenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis 
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Semua yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi dan 

menjamin kesehatan serta kehidupan segenap masyarakat Indonesia. Dari 

beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menangani 

dan penanggulangan Pandemi COVID- 19 semua bertujuan sebagai 

pedoman pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan 

pandemi COVID- 19 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Level 4, Level 3 dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa 

dan Bali mengganti peraturan lama. Pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat Kebijakan yang saat ini dijalankan pemerintah PPKM ini 

dikemas dalam berbagai macam model. PPKM Mikro, PPKM darurat dan 

PPKM berlevel. Pelevelan PPKM diatur dalam Instruksi Menteri Dalam 

Negeri No 15, 16, 18, 19, dan 21 tahun 2021.. kini pemerintah 

mengeluarkan kembali Instruksi Menteri dalam Negeri No 39 tahun 2021. 

aturan ini diterapkan pada daerah di Indonesia khususnya daerah Jawa dan 

Bali. Dalam pengeluaran aturan pemerintah daerah harus melaksanakan 

sepenuhnya aturan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya guna 

mengurangi angka kasus persebaran covid.
5
 Dalam aturan inmendagri 

tentang PPKM ini berisi anjuran atau aturan bagaimana menjalankan 

pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat.  

  Daerah daerah yang sedang dalam masa PPKM pun berbeda 

aturan, dalam instruksi menteri dalam negeri. Pembatasan pembatasan 

                                                      
5
 Sofyan, Meteomedia Stuti, et al ‚Efektivitas Implementasi PKN Terhadap Publik Dalam 

Otoritas Pemerintah Kota Bandung‛ Jurnal identitas 1.2 2021 
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yang digalakkan adalah pembatasan dalam gerak sosial ekonomi 

masyarakat, seperti penutupan mall tempat ibadah serta tempat tempat 

yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dalam pelaksanaan PPKM ini 

menunjukkan hasil evaluasi semenetara dan telah ditemukan banyak 

pelanggaran oleh masyrakat. Warung kopi serta cafe yang seharusnya 

menerima pelanggan dengan kapasitas terbatas pun masih banyak yang 

melanggar, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya 

protocol kesehatan membuat masyarakat banyak yang mengabaikan 

aturan yang ada, meski tidak semuanya. Permasalahan akibat di 

terapkannnya PPKM pun beragam, dampak yang paling signifikan jelas 

terhadap ekonomi masyarakat yang menurun. Kepala pusat kebijakan 

ekonomi makro kementerian keuangan berkata bahwa aspek kesehatan 

memang yang utama tapi tetap dengan mempertimbangkan dari segi 

ekonomi. 
6
 pemerintah terus berupaya yang dilakukan agar penerapan 

PPKM ini maksimal. Salah satunya patrol gabungan yang bertujuan 

memberikan edukasi terhadap masyarakat agar sementara waktu tidak 

mengadakan kerumunan. Selain itu masa waktu PPKM yang tidak 

ditentukan juga menjadi persoalan di masyarakat. Berbeda dengan 

regulasi regulasi sebelum PPKM di mana batas waktu sudah ditentukan, 

misalnya PSBB yang suda diberi jangka waktu, atau lock down yang jelas 

waktunya, hal ini jelas menjadi permasalahan di masyarakat, mereka yang 

                                                      
6
 Anonim, 2021, PPKM berlansung dua bulan, begini dampaknya terhadap perekonomian, dikutip 

dari :url : https://na- sional.kontan.co.id/news/PPKM-berlangsung-2-bulan-begini-dampaknya-

terhadap-perekonomian,  
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menggantungkan hidupnya dengan bekerja di jalan seperti penjual 

makanan maupun penjual kebutuhan lainnya jelas mengalami 

kemerosotan pemasukan.  

  Banyak yang berbicara mengenai hak masyarakat untuk bertahan 

hidup, bekerja, hak kebebasan. meski begitu yang harus disadari adalah 

bahwasanya hak asasi setiap orang dibatasi juga oleh hak asasi orang lain. 

Dalam pasal 28J Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi 

orang lain manusia, tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

patuh terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang - Undang 

dengan tujuan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan nilai moral serta nilai nilai agama,keamanan dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat yang demokratis 

  Penetapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021  

ini telah terlebih dahulu mengkaji syarat penetapan darurat kesehatan 

sesuai dengan Undang - Undang nomor 6 tahun 2018 yang di mana 

penetapan syarat dan tata cara penetapan serta pencabutan keadaan 

darurat kesehatan terlebih dahulu melalui peraturan pemerintah. Dan 

penetapan instruksi menteri dalam negeri ini sebagai salah satu tindakan 

dalam keadaan darurat.  
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B. Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  

  Fiqh Siya>sah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam yang 

membicarakan tentang siapa siapa sumber kekuasaan, pelaksana 

kekuasaan, serta dasar dan cara-cara pelaksana penguasa menjalankan 

kekuasaan yang diberikan kepadanya juga kepada siapa pelaksana 

kekuasaan memberikan pertanggung jawaban atas kekuasaan tersebut.  

  Dalam ilmu ketatanegaraan islam dikenal dengan nama Siya>sah 

Al- Syar’iyah, yakni kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin untuk 

mengupayakan sesuatu agar terhindar dari kemudharatan, mencari akan 

keluar guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat masa 

kepemimpinannya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus 

mengedepankan kemaslahatan bersama dan meminimalisir kemudharatan 

yang terjadi. Hal ini juga sesuai dengan konsep legislatif dalam islam 

yang biasa dikenal dengan majlis syura atau al sulthah al tasyri’iyah yang 

berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah dalam menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat 

dengan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.
7
 

Dengan kata lain majelis syura ini melakukan tugas untuk membentuk 

suatu hukum yang diberlakukan kepada masyarakat demi kemaslahatan. 

  Dalam islam menteri dapat juga disebut Wazīr Al-Tanfidz di mana 

menteri memiliki kedudukan sebagai pembantu presiden dalam 

                                                      
7
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah.161 
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menjalankan urusan urusan kenegaraan.  Wa>zir Al-Tanfidz memiliki peran 

aktif dalam menjalankan urusan pemerintahan dan memiliki kuasa juga 

kewenangan dalam melaksanakan kebijakan yang telah diberikan. Wazīr 

Al-Tanfidz sendiri memiliki peran memberi pertolongan secara umum di 

bawah pemerintah dan memilih kontak langsung dengan pemerintah 

karena pengangkatan Wa>zir al-tafwidh diangkat langsung oleh khalifah. 

  Keberadaan konstitusi dalam islam benar benar diperhatikan dan 

harus memiliki urgensi yang tinggi demi kelancaran dalam 

penyelenggaraan kehidupan negara yang baik, tertib, dan terkontrol itu 

juga termasuk dalam tujuan konstitusi atau dalam islam dikenal dengan 

maqashid Al- Syariah atau pokok-pokok tujuan dari syariah yang pada 

dasarnya adalah merealisasikan kemaslahatan untuk umat manusia. 

Konstitusi berisi tentang ketentuan bolehnya suatu hal dilakukan oleh 

rakyat maupun pemerintah .
8
 

  beberapa kaidah yang mana wajib dipatuhi untuk 

diimplementasikan oleh Pemerintah, diantaranya kaidah tentang 

kepemimpinan sebagai berikut: 

ِ  تصََشُّ فُ الَِهَا مِ عَلَٔ الشَّ عِيَةِ هٌَُْ طٌ بِا لوََصْلَحَة   

penjelasan  dari akidah diatas bahwasannya setiap kebijakan serta 

keputusan yang telah diatur oleh pemerintah harus ditujukan untuk 

kemaslahatan umat tidak mengutamakan kepentingan pribadi semata 

termasuk hanya berdasarkan keinginan ataupun suatu kelompok tertentu. 

                                                      
8
 Yubsir, ‚Maqâshid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat 

Hukum Islam‛  241  
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Sama halnya dengan kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah 

saat ini terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. 

  Imam Mawardi, ibnu taimiyah mencurahkan perhatiannya 

terhadap aspek ketatanegaraan  dalam islam yang berkenaan dengan 

kondisi darurat. Dalam islam kondisi darurat yakni kondisi yang 

mengancam keberlangsungan negara. Ulama Fiqh membagi kedalam  

jenis kondisi darurat : yang pertama adalah jihad, bahasan jihad ini lebih 

luas dari hanya sekedar perang bisa diartikan juga sedang dalam kondisi 

perlawanan terhadap nafsu dan syetan. Kedua adalah hirabah yakni 

ancaman dari pihak luar yang memusuhi umat islam. Terakhir adalah 

bughat.
9
 adalah pemberontakan dari dalam tubuh manusia itu sendiri 

  Berdasarkan uraian di atas Indonesia sedang dalam masa perang 

atau jihad untuk melawan virus Covid- 19 . Dalam keadaan darurat 

COVID- 19 pemerintah dituntut untuk mengambil peran tertinggi dalam 

mengeluarkan kebijakan guna menangani pandemi COVID- 19 ini demi 

kemaslahatan umat. Selain itu pentingnya kerjasama antara masyarakat 

dan pemerintah untuk mematuhi aturan yang ada juga menjadi poin 

penting agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas.  Dikeluarkannya 

instruksi menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2021 ini adalah salah satu 

langkah yang dikeluarkan pemerintah guna mengatasi pandemi COVID- 

19 ini. Menteri dalam negeri mempunyai kuasa guna mengatasi masalah 

masalah yang ada. Pandemi Covid- 19 ini termasuk dalam keadaan 

                                                      
9
 Muslich, Ahmad Wardhi, ‚Hukum Pidana Islam‛ {( Jakarta:Sinar Grafika:2005).45 
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darurat yang mengancam. Bagaimana tidak hamper seluruh dunia dikuasai 

oleh virus ini, penyebaran virus yang tergolong sangat cepat tak luput 

menguasai Indonesia juga. 

  Dalam inmendagri ini pemerintah mengeluarkan sedemikian rupa 

aturan yang bertujuan mencegah virus ini berkembang cepat. Meski dalam 

penerapan instruksi menteri dalam negeri ini nomor  39 tahun 2021  

tentang pembatasan kegiatan masyarakat ini menuai banyak pro kontra, 

pemerintah dituntut tegas menertibkan masyarakat yang melanggar 

aturan aturan yang termuat di dalamnya, jelas ini bertujuan demi 

kemaslahatan manusia untuk menghindari virus Covid- 19 ini. Agar tidak 

terjadi keributan karena pro kontra aturan ini pemerintah dan masyarakat 

diharapkan bisa bekerja sama agar pandemi ini segera selesai. Masyarakat 

diharapkan selalu mematuhi protocol kesehatan sesuai yang dianjurkan 

pemerintah dan juga menaati aturan aturan sesuai dengan level PPKM 

yang ada di wilayahnya atau aturan yang ada dalam instruksi menteri 

dalam negeri nomor  39 tahun 2021. Pun disini agar berjalan seimbang 

pemerintah juga dituntut tegas dalam menangani pandemi ini serta 

pemenuhan hak hak masyarakat yang terdampak pandemi ini. Sedikit 

dijelaskan di dalam undang undang nomor 6 tahun 2018 di dalam pasal 7, 

8 dan 9 bahwasanya hak dan kewajiban saat penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan yang disebabkan oleh suatu wabah yang 

menimbulkan kedaruratan kesehatan adalah ‚ setiap orang mempunyai 

hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan 
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kekarantinaan kesehatan‛ hal ini termuat dalam pasal 7 yang di mana 

artinya pemerintah tidak boleh membedakan perlakuan kepada seluruh 

masyarakat yang terdampak pandemi ini. Tidak ada pembeda kasta suku 

atau ras dalam penegasan aturan ini ketika di berlakukan. Lalu dalam 

pasal 8 berbunyi ‚ setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, 

dan kebutuhan kehidupan sehari hari selama karantina‛ dalam hal ini 

ketika suatu wilayah dalam masa PPKM tertinggi yang mengharuskan 

semua orang bekerja secara wfh atau penutupan lapak pedagang 

pemerintah harus berupaya agar kondisi ekonomi masyarakat yang 

terdampak tidak berdampak pada kesehatan mereka.  

Pemenuhan kebutuhan memang tidak semuanya ditanggung 

pemerintah namun alangkah baiknya pemerintah membantu memulihkan 

ekonomi mereka atau sedikit meringankan beban mereka dengan bantuan 

subsidi. Serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 

yang sedang terinfeksi virus covid tanpa adanya persyaratan yang 

menyulitkan. Selanjutnya dalam pasal 9 ‚setiap orang mempunyai wajib 

mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan setiap orang 

berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan‛ 

menghindari banyak pro kontra diharapkan semua orang ikut serta dalam 

pelaksanaan aturan pembatasan kegiatan masyarakat kali ini, baik 

masyarakat atau pemerintah diharap bisa bekerjasama dengan baik 

dengan harapan pandemi ini bisa segera usai.  
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Rasulullah SAW pernah bersabda 
10

 

ٌَُْ هَا ا سْتطََعْتنُ َِ فَأْ تُْ ا هِ هَا أَ هَشْ تكُُنْ بِ َّ  ،ٍُ ْْ ٌَُْ فَا جْتٌَبُِ يْتكُُنْ عَ َِ  هَا ًَ

Artinya: 

‚Jika aku mencegah kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku 

memerintahkan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampunya‛ (HR. 

Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) 

  Ulama Fiqh juga mengatur batasan bagaimana pemimpin 

menjalankan pemerintahannya agar tercapai pemerintahan yang baik dan 

mencapai nilai nilai kemaslahatan. setiap kebijakan yang diambil 

pemerintah harus mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, tidak 

mementingkan hawa nafsu atau keinginan pribadi.  

  Berdasarkan konteks yang ada , Wa>zir Al-Tanfidz memiliki 

kesesuain dengan konsep kementrian yang ada di Indonesia, dilihat dari 

kedudukannya sebagai pembantu khalifah. Menteri sebagai Wa>zir Al-

Tanfidz mengeluarkan aturan mendukung pemerintah  guna mencegah 

kemudharatan yang lebih besar yaitu virus Covid- 19 ini yang semakin 

menyebar luas. Dengan adanya kesesuain tersebut, maka Wa>zir Al-

Tanfidz dalam ketatanegaraan islam maupun Menteri yang ada 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya langsung kepada 

kepala pemerintahan, khalifah atau presiden tentang urusan yang akan 

dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Hal ini selaras dengan 

mandat yang diberikan pejabat pemerintah dimana pejabat yang diberikan 

mandat tidak mempunyai wewenang lebih atsa mnadat yang diberikan, 

                                                      
10

 (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) Terjemah Zainudin Hamidy, IV, 56. 
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hanya menjalanakan apa yang diberikan oleh pejabat pemerintah. Sesuai 

dengan undang- undang Nomor 39 tahun 2008 bab 3 pasal 7 menyebutkan 

bahwa tugas dari kementerian adalah membantu presiden dalam 

membantu penyelenggaraan pemerintahan gunan membantu presiden 

dalam menjalankan semua urusannya.  

  Bila dikaji dari sudut pandang Fiqh Siya>sah, aturan ini jelas 

dikeluarkan demi kemaslahatan umat. Mau tidak mau aturan yang 

termuat dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2021 ini 

harus dilakukan dan dipatuhi oleh setiap masyarakat. Meskipun realitanya 

tidak sedikit konsekuensi yang harus diterima masyarakat dan 

konsekuensi yang dihadapi pemerintah. Pemberontakan masyarakat atau 

pelanggaran aturan oleh masyarakat yang terjadi karena mereka merasa 

dikekang atau masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, atau 

pendidikan yang terpaksa dihentikan harus diterima. Namun disisi lain 

pemerintah harus senantiasa perhatian terhadap konsekuensi  akibat 

penerapan kebijakan yang sebagaimana telah diatur dalam undang undang 

nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, seperti yang sudah 

dijelaskan penulis sebelumnya. Serta diharapkan masyarakat dapat serta 

mendukung dan sabar untuk mendukung pemerintah dalam 

menanggulangi wabah Covid- 19 sebagai langkah demi kebaikan bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Wabah Covid- 19 merupakan bencana non alam yang nyata yang kini 

menjadi permasalahan nasional pada aspek pertahanan pada bidang 

kesehatan masyarakat. Penetapan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2021  ini telah terlebih dahulu mengkaji syarat 

penetapan darurat kesehatan sesuai dengan Undang - Undang nomor 

6 tahun 2018 yang di mana penetapan syarat dan tata cara penetapan 

serta pencabutan keadaan darurat kesehatan terlebih dahulu melalui 

peraturan pemerintah. Penetapan instruksi menteri dalam negeri ini 

sebagai salah satu tindakan dalam keadaan darurat. Sesuai dengan 

keputusan presiden No 11 tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan 

kesehatan masyarakat guna melindungi rakyatnya dalam kondisi 

pandemi. 

2. Penangan wabah covid ini masuk dalam kategori sebagai bentuk jihad 

oleh masyarakat. Dalam konsep Fiqh Siya>sah Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021. Masyarakat dan pemerintah 

diharap senantiasa taat kepada aturan yang dibuat pemerintah guna 

menghindari bencana yang mengancam ini. Karena kepatuhan serta 

ketaatan umat terhadap khalifah dan juga masuk dalam konsep 

Wiza>rah yang mana menteri memiliki tugas membantu khalifah dan 
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memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan di mana bila hal tersebut 

dilakukan dalam keadaan darurat akan menimbulkan kelebihan dan 

kekurangan. Menunjukan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan 

atas membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan. maslahat 

merupakan tujuans syara’ (Maq}a>sid assyari>’ah) dari ditetapkannya 

hukum Islam. Maslahat disini berarti jalb almanfa’at wa daf al 

mafsadat (menarik manfaat dan menolak kemudaratan Meski begitu 

setiap kebiajakn yang diambil oleh pemerintah harus mengedepankan 

kemaslahatan.  

B. Saran  

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat bisa 

bekerja  sama mematuhi  aturan yang ada serta mendukung kebijakan 

pemerintah guna  menangani wabah Covid- 19 yang sedang melanda 

Indonesia  sesuai dengan aturan yang ada dalam Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 

2. Dalam penelitian ini penulis juga berharap pemerintah dapat 

melakukan evaluasi atas penanggulangan COVID- 19 perlu adanya 

pendekatan melalui nilai-nilai yang hidup di masyarakat atas 

penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 

guna mengurangi  salah pemahaman antara tujuan pemerintah dengan 

nilai-nilai yang diyakini masyarakat. 
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